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ABSTRAK
PERANAN LEMBAGA PERKAWINAN
ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN
(PERBANDINGAN ANTARA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) DAN MAJELIS AGAMA ISLAM (MAI)

Perkawinan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi
syarat dan rukun perkawinan, untuk memenuhi keabsahannya maka perlu
dilakukan pencatatan nikah agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga yang
berwewenang di Indonesia dalam hal ini Kantor Urusan Agama, sedangkan di
Thailand lembaga yang berwenang untuk mencatat akta nikah adalah Majelis
Agama Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan peranan lembaga
perkawinan di Indonesia dan Thailand. Pemikiran ini berdasarkan bahwa
mayoritas penduduk Indonesia menganut Agama Islam, begitu pula pada
penduduk Thailand Selatan, dan sudah menjadi suatu kewajiban masyarakat
Muslim mengimplementasikan syari’at Islam dalam aspek kehidupannya. Dalam
penelitian ini pula bertujuan untuk mencari perbedaan dan persamaan antara
kedua lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptis analisis mengkaji
keperpustakaan yang mengambarkan dan menganalisa ketentuan yang
berhubungan dengan lembaga perkawinan dan pelaksanaannya untuk kepentingan
umum, dengan menggunakan yuridis normatif. Tahap penelitian yang dilakukan
dengan cara analisis dengan mengkaji berbagai teori-teori atau literatur yang
berhubungan dengan masalah ini, analisa yang digunakan dengan cara
membandingkan peran lembaga perkawinan kantor Urusan Agama di Indonesia
(KUA) dengan Majelis Agama Islam di Thailand Selatan (MAI).

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA mempunyai
peranan utama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam di
Indonesia. Selain itu, fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebagai lembaga
pelayanan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal
kesejahteraan masyarakat muslim. Karena kurangnya sosialisasi mengenai tugas
dan wewenang KUA, maka masyarakat awam memandang KUA hanyalah
sebagai pencatatan perkawinan saja. Padahal salah satu tugas KUA adalah
pencegahan perceraian yang semakin hari semakin marak, dengan adanya
bimbingan-bimbingan dan kursus pra-nikah.

Majelis Agama Islam merupakan lembaga keagamaan yang mengurus
segala hal yang terkait dengan hukum Islam dan umatnya terutama yang
berhubungan dengan perkawinan dan waris. Pernikahan sendiri dilangsungkan di
hadapan Imam dan dicatat oleh Imam tersebut. Adapun tugas MAI tersebut selain
mengurus masalah perkawinan dan waris juga menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan perkara-perkara Islam baik itu dalam bidang muamalah maupun
bidang siyasah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

j Alif . tidak dilambangkan
- Ba' B be

< Ta' T te

&y Sa' S es titik atas

2 Jim J je

z Ha' h ha titik di bawah
¢ Kha' kh ka dan ha

A Dal D de

3 Zal F zet titik di atas
) Ra' R er

) Zai Z zet
o Sin S es




U Syin sy es dan ye
ua Sad S es titik di bawah
L Dad d de titik di bawah
L Ta' T te titik di bawah
1 Za' Z zet titik di bawah
'Ayn : koma terbalik (di atas)

'& Gayn G ge

s Fa' f ef

T Qaf q qi

| Kaf k ka

Jd Lam 1 el

e Mim m em

O Niin n en

3 Waw w we

> Ha' H ha

e Hamzah : apostrof

< Ya Y ye

vi




II. Konsonan rangkap karena fasydid ditulis rangkap:

C)adaadia ditulis muta‘ aqqidin
sac ditulis ‘iddah

III. Ta' marbitah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

4B ditulis hibah

-

Qo ditulis Jjizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya,

kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

) dans ditulis ni'matullah
ohill 38  ditulis zakatul-fitri

IV. Vokal pendek

__(fathah) ditulis a contoh C pia  ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh ﬁj ditulis fahima
" (dammah) ditulis u contoh <& ditulis kuriba

V. Vokal panjang:
1. fathah + alif| ditulis a (garis di atas)

Llala ditulis jahiliyyah
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2. fathah + alif maqstr, ditulis a (garis di atas)
(s ditulis vas'a

3. kasrah + ya mati, ditulis T (garis di atas)
s ditulis majid

4. dammah + wau mati, ditulis @ (dengan garis di atas)
pag ditulis furid

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + ya mati, ditulis ai
aSin ditulis bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au
dJ 58 ditulis qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof.
31"“ ditulis a'antum
e ditulis u'iddat
i S ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

L'Ji )ﬂl ditulis al-Qur'an
bl ditulis al-Qiyas
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

el ditulis asy-syams
e lawid) ditulis as-sama’
IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya
o g dll s 5 ditulis zawi al-furiud

) Jal ditulis ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

= J]\ (e J.“ A ot
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan salah satu dari unsur alam yang akan selalu
mengalami perubahan. Di samping itu, manusia juga mempunyai kebutuhan
untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk. Allah Swt, dalam
rangka ini, telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini

berpasang-pasangan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran :

g ansl ey lalg)) aSadil (e o8I Jra G2V 5 ol gandl ki
el maanll g g (o0l aliaS Gud 4ud 2S5 )

Dalam sebuah masyarakat dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan
unit terkecil, yang terdiri dari ibu, bapak dan anak yang dihubungkan dengan
ikatan perkawinan. Seandainya sunnah perkawinan itu tidak ada, tentu
keluarga-pun tidak akan ada bahkan anggota masyarakat pasti tidak pernah
tercipta.

Menurut fitrah manusia, laki-laki mempunyai sifat yang berbeda dari
wanita, namun secara biologis satu sama lain saling membutuhkan.
Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama.
Hidup bersama tanpa nikah merupakan “kesenangan semu”. Kebahagiaan
hakiki dan abadi didapat dalam kehidupan bersama yang diikat oleh

“Pernikahan”.

' Asy-Syura (42): 11



Perkawinan yang disyari’atkan Allah adalah perkawinan yang
bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah serta
ketenangan lahir dan batin yang menjadi kunci ketentraman masyarakat. Di
samping itu, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan pada
umatnya yang mampu untuk melaksanakan demi mencegah perbuatan

mungkar. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw :

_).&MIT.\:(‘AIMJAT]J.C A)S.\“_ftmdiﬂ djﬂ);ﬁid\ﬁdwudﬂ\muc
Oanl g pall Hael aild 7 il el oS plhinl o L)

(Alaas s LA o) 5 ) ela g Al Adld o gally dulad alaluny o (e g,z il

Menikah disyari’atkan dalam Islam agar manusia membentuk keluarga
untuk hidup berrumah tangga dan dengan itu terjalin kehidupan sakinah
sampai akhir hayat. Syari’at Islam yang demikian bagi umat Islam berlaku
secara universal dimana saja dan kapan saja pada tiap-tiap negara dan bangsa,
walaupun implementasinya secara kontekstual syari’at Islam yang sebenarnya
menyesuaikan dengan undang-undang dan hukum positif di Negara yang
bersangkutan.

Di Indonesia perkawinan yang dianggap sah menurut hukum positif
adalah perkawinan yang dicatat lewat Kantor Urusan Agama (KUA) atau
Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2
ayat (1) yang berbunyi " “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Kemudian

? Departemen Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Keluarga Sakinah:
(Yogyakarta, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2007) hlm. 7



dipertegas dengan ayat (2) yang berbunyi “fiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku™

dan Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi
“Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan
perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi yakni Pegawai Pencatat Nikah,
Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang
membantunya”.

Di Thailand juga diatur tentang pencatatan perkawinan. Di negara ini
perkawinan bagi umat Islam yang sah adalah apabila diakui oleh Kantor
Daerah atau Majlis Agama Islam (MAI) di setiap wilayah/propinsi, sesuai
dengan The Constitution of The Kingdom of Thailand B. E. 2517 (A.D.
1997).

Muhammad Hatta, dalam pengaturan negara Republik Indonesia,
menyatakan bahwa syari’at Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist
dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga umat
Islam di Indonesia mempunyai Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3

Tahun 2006 sebagai sistem syari’ah yang sesuai dengan kondisi Indonesia.’

3 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Penerbitan
Prenada Media, 2006) him.21

* Kholid Dah-Umean, Hukum Islam dan Peranan Masjid Agama Islam Patani di Patani
Thailand (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2000), him. 38

3 Muhammad Hatta, Memoir ( Jakarta Bulan Bintang, 1992), hlm.39



dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk.’

Kantor Urusan Agama memegang peran penting dalam hal ; (a)
Pelayanan pencatatan nikah dan rujuk; (b) Pelayanan ibadah sosial, seperti
pendataan fakir miskin, kaum dhu’afa dan yatim piatu; (c) Pembinaan
keluarga sakinah yang ditangani oleh Badan Penasihatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4); (d) Pelaksanaan kemitraan umat beragama; (e)
Pengolahan produk halal, seperti cara pemotongan hewan qurban yang baik
dan benar; (f) Konsultasi bimbingan haji; (g) Pengawasan/Penilik Pendidikan
Agama Islam, seperti pengawasan terhadap guru pendidikan Islam, pembinaan
lembaga dakwah; (h) Pelayanan pendaftaran wakaf dan pengkoordinasian
zakat.®

Sedangkan Pemerintah Thailand untuk menyelenggarakan administrasi
Islam telah mendirikan lembaga keagamaan yang dipimpin oleh ulama, yaitu
Majelis Agama Islam Wilayah, yang terdapat di lima propinsi Thailand
Selatan, yaitu propinsi Pattani Yala, Narathiwat, Songkla, dan Satul yang
mana kelima Majelis Agama Islam propinsi ini di bawah pimpinan lembaga

keagamaan pusat di Bangkok yaitu Chula Ratthamontri (Shaikhul Islam).’

"' H. Arso Sosroatmodjo Sh. Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang
1975) him.53.

% Hasil wawancara dengan Bapak Tulus, Kepala KUA Kecamatan Depok, Sleman,
Yogyakarta, tanggal 4 Februari 2008.

°Lembaga Chula Ratthamontri adalah sebuah lembaga yang diberikan kepada seorang
pemimpin keagamaan ( Shaikul Islam ) oleh pemerintah Thailand. la merupakan pemimpin
birokrasi keagamaan Islam di seluruh Thailand yang berhubungan dengan semua masjid yang
terdaftar di Thailand pada semua tingkat. Shaikul Islam juga sebagai sebuah institusi yang di
bentuk untuk menjadi badan perantaraan di antara masyarakat muslim dengan pemerintah.
Pemegang jabatan ini akan dianggap sebagai pemimpin kerohanian bagi semua orang Islam di



Majelis Agama Islam di Thailand mempunyai peranan dalam bidang

sebagai berikut :

1. Bidang Syari’at/Hukum

2. Bidang Pendidikan

3. Bidang Dakwah

4. Bidang Ekonomi

5. Bidang Pentadbiran Masjid'’

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan awal bahwa
betapa penting peranan lembaga yang menangani hukum perkawinan di kedua
negara, yaitu Indonesia dan Thailand. Karena tanpa adanya lembaga-lembaga
tersebut, seseorang yang melangsungkan perkawinan sulit untuk mendapatkan
perlindungan hukum jika suatu saat terjadi perceraian atau salah satunya
meninggal dunia. Bisa saja seorang suami atau isteri kehilangan haknya
karena ia tidak mempunyai bukti-bukti yang memiliki kekuatan hukum,
seperti surat akta nikah yang dikeluarkan oleh lembaga urusan agama atau
catatan sipil.

Mengingat betapa pentingnya lembaga perkawinan bagi umat Islam

dalam menyampaikan misi syari’at, maka dalam tulisan ini akan menguraikan

Thailand. Shaikul Islam ini juga sebagai penasehat raja Thailand dan pemerintah dalam semua hal
ihwal yang berkaitan dengan urusan agama masyarakat Islam. Perlembagaan Chula Ratthamontri
ini semenjak 400 tahun yang lalu, dengan bertanggung jawab terhadap Kanun-kanun negara
dengan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris, dan juga memberi
pengesahan terhadap makanan cap lebel Halal bagi orang Islam. Lihat: Usman Madami, Peranan
Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam di Patani (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 2005), him.107

' Maroning Yangoh, Peranan Majelis Agama Islam dalam Pelaksanaan Perkawinan di
Pattani Thailand, ( Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hlm.63



studi komparatif antara negara Indonesia dan negara Thailand bagian selatan
terutama dalam peran dan fungsi lembaga perkawinan tersebut, karena kedua
lembaga di dua negara yang berbeda itu dipersepsikan masing-masing

mempunyai persamaan dan perbedaan tertentu.

B. Pokok Masalah
1. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan
Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara KUA di Indonesia dan MAI

di Thailand Selatan?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia
dan Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Kantor Urusan Agama

(KUA) di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan.

D. Talaah Pustaka
Dalam pemaknaan yang umum perkawinan adalah hasil dari kecintaan
manusia terhadap lawan jenis adalah salah satu bukti kekuasaan Allah, yang
sekaligus menunjukkan keesaan Allah dalam wujud-Nya. Dalam pernikahan
Allah memberikan anugerah-Nya kepada umat manusia.
Anugerah dari penciptaan adalah bahwa Allah menciptakan perempuan
sebagai istri dan manusia yang mulia, dia adalah sebagian dari laki-laki.

Ketentraman jiwa yang dirasakan seorang lelaki ketika berdampingan dengan



seorang istri yang berahklak mulia dalam naungan rumah tangga yang bahagia
yang dihasilkan dari ikatan kasih antara suami dan istri. Perhatian tidak hanya
dalam bidang ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang
sentralitas kehidupan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dalam sebuah
perkawinan yang sah dari lembaga yang berwenang sangat perlu diperhatikan.
Begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul dari masyarakat tentang peran
lembaga perkawinan dan eksploitasi masyarakat awam terhadap lembaga yang
difungsikan untuk masyarakat Islam dalam urusan yang bersangkutan dengan
agama.

Sejauh pengetahuan penyusun, sudah banyak karya tulis, buku artikel,
makalah bahkan skripsi yang membahas tentang masalah peranan lembaga
Islam yang berada di Indonesia dan Thailand, seperti sebuah tulisan karya
Mr.Salahuding Buenae yang berjudul “Majelis Agama Islam dan Peranannya
dalam Pembinaan Masyarakat Muslim di Thailand Selatan™'' selain itu ada
tulisan yang berjudul “Peranan Majelis Agama Islam dalam Mengembangkan
Dakwah di Thailand Selatan™, “Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum
Islam di Pattani”,"> Mr.Usman Madami sebuah karya tulis tesis yang
membicarakan tentang pembinaan hukum secara umum akan tetapi tidak

memfokuskan kepada hukum dan mekanisme perkawinan.

"' Mr.Salahudeend Buenae, Majelis Agama Islam dan Perananya dalam Pembinaan
Masyarakat Muslim diThailand Selatan (Y ogyakarta: Perpustakaan IPMITI, 1998)

'2 Mr.Mahamad Sadee Mamu, Peranan Majelis Agama Islam dalam Mengembangkan
Dakwah diThailand Selatan, (Y ogyakarta: Perpustakaan IPMITI, 1998)

B Mr.Usman Madami, Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam di Pattani,
(Yogyakarta: Perpustakaan IPMITI 2005)



Tentang pemikiran dan karya-karya tulis, sejauh yang penyusun baca,
belum ada yang membahas tentang lembaga perkawinan dalam bentuk
perbandingan antara dua negara. Namun, lembaga Majelis Agama Islam di
Thailand Selatan itu sendiri sudah cukup banyak yang membicarakan karena
lembaga tersebut multi fungsi, salah satu di antaranya mengurus tentang
hukum dan mekanisme perkawinan.

Secara umum, studi-studi tentang perlindungan hukum dan peranan
lembaga perkawinan di Thailand belum begitu banyak yang dituangkan
menjadi tulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berupaya untuk
meneliti lebih jauh tentang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan

perkawinan khususnya lembaga Islam seperti KUA dan MAL

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan dianggap sah di suatu negara apabila memenuhi syarat dan
rukun perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ada di negara itu. Tidak hanya sah menurut keyakinan atau agama yang
dianutnya tetapi juga harus sah pula di mata hukum. Cara-cara negara dalam
merealisasi kedua ketentuan tesebut beragam, termasuk dengan mendirikan
lembaga tertentu, dalam konteks ini, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) di
negara Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) Di Thailand.

Kantor Urusan Agama merupakan Instansi vertikal Departemen
Agama di kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam. Menurut Keputusan

Mentri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Agama No. 480 Tahun 2003, Pasal 11 sampai 14 menjelaskan tentang tugas

Bidang Urusan Agama Islam di KUA, yaitu melaksanakan pelayanan dan

bimbingan di bidang Urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut

maka dibagi menjadi 5 bagian garapan :

A

Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan
bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan
Agama.

Seksi Pembangunan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melakukan
pelayanan dan pembimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah
dan pemberdayaan keluarga terbelakang.

Seksi produk halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan
serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.

Scksi Bina Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan
bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhua’fa dan bantuan
sosial keagamaan.

Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melakukan
pelayanan, bimbingan dan prakasa di bidang Ukhuwah Islamiyah, jaminan
kemitraan dan pemecahan masalah umat.

Lembaga perkawinan seperti KUA, Pengadilan Agama (PA), dan

Kantor Catatan Sipil mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan

perkawinan dan perceraian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
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Dalam melaksanakan pengadministrasian nikah, Pemerintah menunjuk
petugas khusus pencatat setiap peristiwa nikah. Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) atau Penghulu atau bisa dipanggil naib atau dipanggil pula Khalifah
adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Undang-undang No.
22 Tahun 1946. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 PPN adalah
satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang
dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayah hukum pada Kecamatan
dimana ia bertugas. PPN diangkat Menteri Agama atau oleh Pegawai yang
ditunjuk oleh Menteri Agama."*

Di Thailand, Umat Islam diberi keluasaan oleh negara untuk
menjalankan hukum Islam khususnya di bidang perkawinan. Pada tanggal 14
Oktober 2450 Budish/1997 M, Pemerintah Thailand mengesahkan berdirinya
institusi khusus sebagai lembaga keagamaan itu, tertuang dalam UU
lembaganya dikenal dengan sebutan Majelis Agama Islam."’

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan muslim di Thailand
Selatan akan melaksanakan pernikahan, maka dilakukan di depan Imam yang
dilantik oleh Majelis Agama Islam (MAI). Agama Islam selain mengurus
masalah perkawinan dan waris juga mengadakan kursus bagi para Imam,

Khatib dan Bilal tentang bagaimana mengurus masalah perkawinan dan waris

" Mustafa, Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. |
(Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), him. 63.

" Lihat: http:/thailand.prd.go.th/inbrie/inbrief view.php?id+5#top, akses 12 Januari,
2008.
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juga mengadakan kursus bagi para Imam, Khatib dan Bilal tentang bagaimana

mengurus jenazah, urusan pusaka, pengurus masjid-masjid dan perkawinan.'®

Serta menjelaskan tugas masing-masing sebagai jawatan kuasa masjid. 17

Menurut Pasal 26, Undang-undang Pentadbiran hal Ihwal Agama

Islam Tahun 2540 Budish/1997 Masehi, ahli jawatan kuasa majelis Agama

Islam mempunyai tugas dan peranan sebagai berikut :

1.

Penasehat dan memberi pandangan yang berkaitan dengan hukum-hukum
Islam kepada Gubernur propinsi.

Menjaga dan mengawal kegiatan ahli jawatan kuasa masjid.

Mendamai dan memberi keputusan terhadap rayuan-rayuan makmum
masjid yang tidak mendapat keadilan dari ahli jawatan kuasa masjid.
Menjaga dan mengawal pemilihan ahli jawatan kuasa masjid agar berjalan
teratur dan lancar.

Menbuat pertimbangan keputusan dan memecat ahli jawatan kuasa masjid.
Memeriksa dan membuat pertimbangan terhadap ahli jawatan kuasa
masjid.

Memberi arahan kepada ahli jawatan kuasa masjid agar berhenti dari
Jjawatan kuasa sewaktu dalam pemeriksaan kes (perkara).
Mempertimbangkan dalam membina, memindah dan membubarkan

masjid.

'® Maroning Yangoh, Peranan Majelis Agama..., hlm. 36

'” Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala, 2004, him. 2



10.

11.

12.

13.

13

Melantik jawatan kuasa masijid sementara, ketika Imam, Khatib, Bilal
telah terluncur (diturunkan) dari jawatan.

Mengeluarkan surat keterangan nikah, talak, dan taklik menurut hukum
Islam.

Mendamaikan perselisihan keluarga dan waris.

Membuat daftar inventaris, dokumen-dokumen dan laporan keuangan serta
melaporkan kepada yang berkenaan setiap tahun.

Memberi pengumuman kegiatan hukum-hukum Islam dalam propinsi.

Dalam pelaksanaan kerja dan kegiatan, Majelis Agama Islam

mempunyai jabatan: (a) Jabatan keuangan; (b) Jabatan Dakwah; (c) Jabatan

Baitul Mal; (d) Jabatan Urusan Masjid; (e) Jabatan Fatwa dan Ulama; (f)

Jabatan Pendidikan Adat Istiadat; (g) Jabatan Perlindungan; (h) Jabatan

kebijaksanaan dan Perkhidmatan; (i) Pembangunan dan Kawasan.'®

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan dua metode sebagai

berikut:

1.

Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan beberapa tahap yaitu,
melakukan dengan cara kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai
teori-teori atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian. Dan selanjutnya melakukan wawancara yang tidak terpimpin

atau wawancara yang tidak berstruktur sebagai pendukung.

'* Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah, 2004
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan
yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan menelaah
peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti,
sehingga terlihat hubungan yang logis antara norma-norma yang terdapat
dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis
yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang
berhubungan dengan Lembaga Perkawinan dan pelaksanaannya demi
kepentingan umum.

2. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu
data yang diperoleh dari berbagai sumber di analisis ke dalam bentuk
penggambaran yang berupa uraian kalimat sehingga menghasilkan suatu

kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi yang penulis maksud dalam penulisan
skripsi ini adalah pembagian dari bab per bab dan sub-sub dari keseluruhan
skripsi. Untuk lebih memudahkan dan memahami skripsi ini, penulis
membaginya ke dalam 5 (lima) bab. Masing-masing terdiri dari sub-sub yang

nantinya mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dengan meninjau, memperhatikan, menimbang dan menganalisa data
yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mencoba untuk
mengemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran, semoga dapat diambil
manfaatnya bagi pengembangan kelembagaan agama khususnya di Thailand
di masa depan. Kesimpulan yang dapat dikemukakan:

1. Peran KUA di Indonesia adalah sebagai lembaga pencatatan perkawinan
bagi umat Islam. Selain itu, fungsi lain yang dapat ditemukan adalah
sebagai lembaga pelayanan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah
dan mengurus hal ihwal kesejahteraan masyarakat muslim. Sedangkan
Majelis Agama Islam mempunyai peran dan fungsi lebih luas dan sangat
penting dalam masyarakat Melayu muslim di Selatan Thailand yang
mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain dianggap sebagai badan
hukum Islam yang menyelesaikan perselisihan antara orang Islam, MAI
juga merupakan lembaga dakwah, fatwa, pencatat administrasi nikah,
cerai, dan pendidikan di samping urusan hal-ihwal masjid, serta hal-hal

lainnya yang berkaitan dengan ibadah sosial.
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2. Persamaan dan Perbedaan

a. Persamaan kedua lembaga KUA dan MALI adalah terletak pada tugas dan
wewenang dimana keduanya mengurus pencatatan perkawinan dan
melakukan pelayanan dan bimbingan dalam segala hal-ihwal agama Islam.
b. Adapun perbedaan keduanya terletak di dalam unsur-unsurnya, struktur
organisasi dan sebagian perannya dalam masyarakat. KUA dianggap sebagai
tempat pelayanan administrasi pencatatan perkawinan bagi umat Islam,
sedangkan MALI lebih dari itu. la diharapkan dapat menjadi instansi yang
mampu melaksanakan hukum agama Islam. Dalam dataran prakteknya
ditemukan perbedaan bahwa kedudukan KUA di masyarakat awam
dianggap sebagai lembaga yang hanya mengurus pencatatan perkawinan,
sedangkan MAI mempunyai wewenang yang mencakup masalah
kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, bina ibadah

sosial dan pengembangan kemitraan umat beragama

B. Saran
1. Untuk mewujudkan eksistensi KUA yang mengurus hal-ihwal
keagamaan, maka sebagai lembaga yang diharapkan oleh masyarakat
perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan yang lebih mengena di
masyarakat.
2. Di Thailand, MAI yang ada sekarang perlu untuk diperbaharui lagi agar
dapat memenuhi permintaan masyarakat muslim dan permasalahan yang

akan dihadapi.
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3. Mengingat bahwa dalam kepengurusan MAI belum dibolehkan ada
perempuan yang kerja disana, maka diharapkan pertimbangan kembali

apalagi pada masa modern ini.
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